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ABSTRAK

AGUSTIA MONRA, 03191010, Fakultas lmu Sosial dan llmu Politik
Jurusan Sosiclogi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: “Partisipasi
Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung” (Studi Kasus: Masvarakat Sekitar
Huten Lindung di Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten
Pasaman Barat)”. Pembimbing [ Dr. Azwar, M.5i dan pembimbing 1 Drs, Alfitr,
5.

Apabila kita berdiskusi tentang partisipasi masyvarakat, maka kita akan
bicara tentang partisipesi scorang individu dalam kelompok sosialnya. Dalam
pengelolasn hutan, salah satu dari tiga stakeholder vang sangat berperan penting
adalah masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Oleh karena itw, sebuah penelitian
fentang partisipasi masyarakat untuk saat ini merupakan salah satw keharnsan.
Khususnya, masalah dunia teatang isu pemanasan global vang berhubungan
dengan pertisipasi masyarakat, Olch karena ity manfaat penclitian ini diharapkan
berguna sccara akademis untuk menambah pengetahuan mengenai partisipasi
masyarakat dalam pengelolasn hutan. Secara praktis dijadikan sebagai masukan
bagi instansi vang terkait dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan
lindung.

Penelition inl menggunakan metode  penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam,
dengan  mengpunakan  purpossive  sampling dalam  menentukan informan,
Penentwan jumlah informen ditentukan oleh analisis data dengan  prinsip
irangulasi. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang
diperoleh  dilapanpan vang disusun sccara sistematis dan  disajiken secara
deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang panisipasi masyarakat
dalam pengelolaan hutan lindung.

Hasil temuan data menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Hutan Lindung masih termasuk rendsh terutama dalam tahap
perencanaan dan pelaksanaan program. Dari hasil penelitian, juga dapat ditark
kesimpulan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
lindung di Kenagarin Batahan Keeamatan Ransh Batzhan Kabupaten Pasaman
Barat dipengarubi oleh  fakior  kebutuhan hidup, faktor ekonomi, faktor
kelembagaan, faktor sosial budaya, kurangnva sosializasi dan informasi dan
Keterbatasan Lahan. Dalam penefitian ini juga diternukan kurangnya penpelolaan
dari pemerintsh scbapai pengambil keputusan.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang mempunyal hak atas kualitas lingkungan yang baik dan sehat
termasuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu sepala kebijakan dalam
proses pembangunan harus menyerssikan sumber daya alam dan sumber daya
manusia.’ Hal ini sesuai dengan salah satu indikator pembangunan yang berhasil
yakni terdapatnya pertumbohan ekonomi vang tinggi dan berkesinambungan
dalam artian tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan alam.®

Pembanpunan hutan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang
diantikan untuk memberikan manfast vang sebesar-besarnya bagh kemakmuran
rakyat dengan tetap menjaga kelesiarian dan kelanpsungan fungsinya. Hutan tidak
hanya bernilai secara ckonomis tetapt didalamnya juga terkandung nilai ckologis
dan sosial budaya. Disamping i, hutan Juga merupakan kekayaan milik bangsa
dan nepara yang tidak ternilai harganya sehingga hak — hak neeara alas hutan dan
hasilnya perlu dijaga dan dipershankan sera dilindungi agar hutan dapat
berfungsi dengan baik,

Sebagai salah satu negara vang memiliki hutan terluas di dunia, Indonesia
telah melaksanakin berbagai kebijakan dalam perfindungan hutan vang terdiri atas
perlindungan terhadap hutan i sendir, perlindungan terhadap kawasan hutan,

perlindungan terhadap hasil hutan dan perlindungan dalam investasi. Dalam e
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otonomd daerah, pemerintah pusat telah mendistribusikan sebagian wewenangnya
dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan kepada pemerintah
deerah yang juga merupakan usaha memposisikan komunitas daerah sebagai
pengelola sumber daya hutan  berdasarkan latar belakang  sosial budavs
masyarakat adat setempat. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan dari daerah untuk
melaksanakan otenomi tersebut demi mencapai kescjahteraan mkyat dalam
konteks peclindungan hutan.

Terkait dengan wsaha pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan ini,
di Kabupaten Pasaman Barat Fropinsi Sumatera Barat terdapat kawasan hutan
seluas 388.777 hektar dengan perincian 111,210 hektar hutan lindung (HL), 3,540
hektar hutan produksi terbatas (HPT), 19,988 hektar hutan produkst (HP), 45
hektar suaka alam dan wisata (HSA) dan 253,994 hektar areal pengeunaan lain
(APL). Deari luvas hutan tersebut, seluns 8.940 hektsr berada di Kecamatan Ranah
Batahan atau 20.8 % dari luas Kecamatan merupakan arcal hutan lindung.”

Hutan lindung sebapaimana yang tertuang dalam Undan & — Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan bertujuan pntuk pengaturan
air, penccgahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tansh, Surat
keputusan menteri kehutanan tanggal 12 November 1988 Mo 903 Menhut-11/1988
menjelaskan bahwa fungsi hutan Yindung antars |ain - {1} Hutan lindung dapat
dimanfaatkan dan juga untuk kegiatan wisata alam dengan persvaratan terentu.
(2} Memberikan izin kepada rakyvat untuk memungul rotan, umbi — umbian dan

hasi hutan non kayw lainnya, asalkan dijaga dan diswasi apar tidak merusak dan

* Dinas Kehutaran Kabupaten Pasanan Barar,
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4.1. Kesimpulan

Masyarakat adalah pihak vanp paling mengetahoi kebutuban dan potensi
yang mereka miliki. Dalam menjalankan kebijakan atou program  yvang
menyangkut dengan masyarakat tentu juga harus terlebib dahuln mengetahui dan
mengidentifikasi kebutuhan dan potensi tersebut. Demikian Jupa dengan kebijakan
yang berhubungan dengan kehutanan khususnva pengelolasn hutan lindung.

Dalam kasus pelaksanaan penpelolaan hutan lindung di Kecamatan Ranah

Batahan Kabupaten Pasaman Barat dari penelitian didapat kesimpulan antara lain
sehapai berikun

|, Partisipasi masyarakat sekitar hutan lindung dalam Pengelolaan Hutan
Lindung di Kecamatan Ranah Ratshan Kahupaten Pasaman Pasaman
Barat masih tergolong kurang terutama dalam tahap perencanaan dan
pelaksanaan program.

1. Rendahnya Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kecamatan
Ranah Batahan sebabkan oleh Faktor Kebutuhan Hidup, Faktor
Ekonomi, Faktor Kelembagaan vang Kurang berfungsi denpan baik,
Faktor Sosial Budaye, kursngnva sosialisasi dan informasi  dan

Keterbatasan Lahan.

i

Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kehuotanan belum semaksimal

mungkin mengakomodir kepentingan — kepentingan van & berkembang di
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dalam masyarakat terkait dengan keberadaan hutan lindung di daerah

mercka,

- Belum ditemukannys konsensus yang mengatur perbedaan pandangan

antara masyarskat schagai komunitas adat dengan pemerintah sebagai

penguasa.

4.2, Saran

Diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan partisipasi

masyarakal menjadi partisipasi yang bersifat mandiri dalam artian masyarakat

berperan serta dalam program pengelolasn hutan lindung didasarkan pada inisiatif

sendiri tanpa tergantung dengan pihak lain.

Untuk ite langkah-langkah yang disarankan adalah

1,

Mengzeli  dan  mengembangkan bentuk — bentuk  perekonomian
masyarakat berbasis hutan (produk  dan  jasa), tidak  terkecuali
memikirkan sistem pengolahan pasca panen dan pemasaran yang
dimilikinya.

Mengembangkan dan menyempurntakan lembapa—lembaga
perekonomian lokal yang sesuai dengan setal-budaya selempat,
Bersama—sama  mendiskusikan  dan  mencari jalan  keluar segala
permasalahan  yang dihadapi dalam  penpelolaan  hutan  termasuk

bagzimana mengatur kepentingan masvarakat adat.
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